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  “Gagal Berkali-Kali Akan Di Hapus Dengan Sukses Satu Kali”  
“Jalan Tuhan Bukan Yang Tercepat Tidak Juga Yang Termudah Tapi Sudah Pasti 
Yang Terbaik”. 
Semakin besar kesulitan, semakin besar kepuasan dan kenikmatan 
mengalahkannya.Terima tantangannya hadapi kesulitannya nikmati 
petualangannya 
Targetku mungkin sulit, mungkin juga menakutkan, tapi tekadku jauh lebih besar 
daripada rasa takutku. Perang dalam diriku akan dimenangkan oleh tekadku 
untuk berhasil dan sukses. 
Tantangan besar hanya disukai oleh orang besar atau orang yang mau menjadi 
besar. Kalau kamu terus menerus hanya mau terima tantangan kecil kamu tidak    
akan jadi besar. 
Aku boleh tertatih, aku boleh tertahan, bahkan aku boleh terjatuh, tapi aku tidak 
boleh menyerah. Semua tantangan hanya bisa mencobaiku dan mungkin 
memperhambat tapi tidak bisa menghentikanku 
Tugas paling sulit juga beri kenikmatan tertinggi saat kamu berhasil. Tugas 
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PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SEORANG IBU 
YANG MEMBUNUH BAYINYA 
Hukum pidana  bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu 
atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus di jaga 
agar  tidak di mungkinkan kejahatan lolos di sebabkan kesalahan dalam 
penyidikan atau sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan 
yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderitadan di pidana tanpa 
berdasarkan Undang-Undang. Perlindungan hukum yang di berikan oleh Negara 
terhadap korban pembunuhan yaitu memberikan sanksi pidana merupakan salah 
satu cara untuk merubah karakter pelaku yang sudah melakukan kejahatan dan di 
adili seadil-adilnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan di 
dalam hukum yang di terapkan menurut aturan yang di atur dalam KUHAP. 
Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum 
terhadap korban dan bagaimana bentuk tanggungjawab yang di berikan oleh 
Negara kepada korban kematian. Metode penelitian yang di gunakan yaitu 
pendekatan hukum Normatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang di gunakan 
yaitu, bahan hukum primer, sekunder danTersier. Analisis data yang di gunakan 
adalah Gramatikal, yang menguraikan data dalam bentuk kalimat yang di susun 
secara sistematik. 
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A. Latar Belakang 
Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang sudah diatur dalam 
Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai Negara Hukum, maka untuk menjalankan 
Negara dan Perlindungan Hak Asasi Manusia harus berdasarkan Dasar 
Hukum. 
Dengan tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan Bangsa dan Negara 
yang sejahtera, aman, tentram, tertib dan berkeadilan sosial bagi seluruh 
Rakyat indonesia. Oleh karena itu semua Rakyat Indonesia berhak 
mendapatkan perlindungan dari pihak Pemerintah agar masyarakat dapat 
melaksanakan aktifitas sesuai harkat dan martabatnya. Demi kelangsungan 
kehidupan yang tertib, aman dan adil, maka pemerintah dan para penegak 
Hukum harus dengan sungguh-sungguh dan berkesinambungan melaksanakan 
peraturan Perundang-Undangan. 
Prinsip Negara Hukum sudah menimbulkan suatu konsepkuensi dalam hal 
tuntutan yang adanya jaminan persamaan bagi setiap orang di hadapan 
Hukum. Oleh karena itu, UUD juga telah menentukan bahwa setiap orang 
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian Hukum yang adil 
serta adanya perlakuan yang sama di hadapan Hukum. 
Berbicara tentang pertanggungjawaban Pidana, maka tidak terlepas dari 
adanya tindak pidana.Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak 
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termasuk dengan masalah pertanggungjawaban pidana.Tindak pidana hanya 
menunjuk larangan kepada suatu perbuatan. Yang menjadi Dasar adanya 
Tindak Pidana adalah Asas Legalitas, sedangkan dasar yang dapat dipidana 
atau pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini bahwa pembuat tindak pidana 
hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak 
pidana. Kapan seseorang dikatakan dia bersalah. Hanya ada perbuatan tindak 
pidana jika ia mempunyai kesalahan yang melanggar tindak pidana. 
Berdasarkan hal di atas Sudarto, menyatakan hal yang sama, bahwa: 
“terpidananya seseorang tidak cukup apabila orang yang melakukan perbuatan 
yang melawan hukum. Jadi maupun perbuatan tersebut memenuhi rumusan 
delik dalam UU dan tidak dibenarkan (an objective of a panel provision), 
ketika kesalahan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjatuhkan maka dia 
tidak termasuk golongan Tindak Pidana. 
Adanya perubahan UUD 1945, maka dalam perubahan keempat Tahun 
2002, Negara Hukum di indonesia yang sebelumnya tercamtum dalam 
penjelasan UUD  Tahun 1945, ditetapkan dengan bahwa dalam pasal 1 ayat ( 
3 ) Negara Indonesia adalah Negara Hukum.  
Negara Hukum adalah „the rule of law, not of man‟.Yang disebut 
pemerintahan pada dasarnya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang 
perorangan yang hanya bertindak sebagai „wayang‟ dari sistem yang 
mengaturnya. Gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan 
dengan perangkat hukum sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan 
berkeadilan, dengan menata infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan 
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social tertip dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesdaran 
hukum yang rasional dalam kehidupan bermasyarakat, bebangsa dan 
bernegara. 
Perlindungan anak secara nasional telah diatur secara aturan yuridis UUD 
1945 sebagai landasan konstitusional serta Pasal 21 sampai 24 UU No. 23 
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun pengertian anak menurut 
Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan. Pasal 17 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak juga mengatur bahwa “setiap anak yang menjadi korban 
atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak 
dirahasiakan.Selain itu, Pasal 64 ayat (2) huruf g juga mengatur “Perlindungan 
dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari 
labelisasi”. 
Otoritas penahanan dalam Kitab Hukum Undang-Undang Prosedur Acara 
Pidana (KUHAP) mengadopsi konsep perlindungan dan pembatasan hak asasi 
manusia sehubungan dengan otoritas penahanan melalui prosedur 
administrasi. Ini sejalan dengan prinsip utama konstitusionalisme. Atas dasar 
kewajiban untuk mengeluarkan mandat berhenti, pembatasan pejabat 
berwenang untuk melepaskan perintah penahanan, kewajiban untuk 
menyerahkan pembenaran atas penangkapan keterlibatan, penyebutan alasan 
penahanan, pembatasan alasan penahanan , Menurut hukum, pembatasan pada 
periode penahanan dan pengeluaran untuk para tahanan hukum. 
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Namun boleh dikatakanmasih ada yang terlihat jejaknya dalam konsep 
penahanan menurut KUHAP. Ketidak setaraan antara norma penahanan 
dengan pengeluaran tahanan merupakan bentuk despotisme yang sama. 
Dengan menyatakan pelaku penjara pada kenyataannya, itu bukan fungsi 
dari aturan tahanan, khususnya untuk terdakwa yang berupaya mengajukan 
hukum  banding dan kasasi. Terdakwa yang mempresentasikan upaya hukum 
banding atau kasasi, yang periode penahanannya telah habis tidak dihilangkan 
dengan penahanan, meskipun ada aturan dalam kode pidana yang mengatur 
biaya tahanan ini. Tahanan adalah periode penahanan yang mereka lakukan 
sama dengan keputusan pidana pengadilan, tetapi mereka tidak dikeluarkan 
karena alasan Normanya, itu tidak cukup atau tidak adanya aturan hukum. 
Konflik  norma (bentuknya)antara penahanan dan pengeluaran tahanan 
dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) meliputi lima keadaan 
berikut. 
1. Berbeda dari penahanan yang diatur definisinya dalam Kitab UU Hukum 
Acara Pidana (KUHAP). Pengeluaran tahanan tidak disebutkan definisinya 
dalam KUHAP. Dari sini mulai terlihat tidak setaraan pengaturan antara 
penahanan dengan pengeluarahan tahanan. 
2. Bila penahanan menurut KUHAP diatur dalam BAB V Bagian Kedua Pasal 
20 sampai dengan Pasal 29 yang berisi 10 pasal dan diuraikan menjadi 35 
ayat (norma). Pengeluaran tahanan tidak diatur dalam satu bagian 
tersendiri, bahkan tidak ada pasal yang membuat pengaturan khusus 
pengeluaran tahanan. Norma Pengeluaran tahanan hanya disisipkan 
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menjadi satu ayat (norma) dalam ketentuan penahanan mulai dari Pasal 24 
sampai dengan Pasal 29, ditambah dengan pengaturan dalam penjelasan 
Pasal 238 ayat (2). 
3. Norma UU dalam Pasal 26, 27 dan 28 KUHAP mengatur secara tersurat 
pejabat yang berwenang menerbitkan perintah penahanan. Namun untuk 
pengeluaran tahanan tidak disebutkan pejabat yang berwenang atau 
berwajib melaksanakannya. Pada ayat 4 dari setiap pasal tersebut, bunyi 
normanya hanya: "Setelah waktu (..) hari, walaupun perkara tersebut belum 
diputus terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum ". 
4. Kekosongan Substansi Norma yang sama juga ada di Pasal 238 ayat (2) 
KUHAP yang mengatur: "Jika penahanan yang dikenakan kepada 
Pembanding mencapai jangka waktu yang sama dengan pidana yang 
dijatuhkan oleh pengadilan negeri kepadanya, ia harus dibebaskan seketika 
itu". Norma dalam pasal ini tidak menyebut sama sekali siapa pejabat yang 
berwenang atau berwajib mengeluarkan tahanan yang masa penahanannya 
sudah sama dengan putusan pengadilan negeri. 
5. Kekosongan Norma terjadi lagi untuk masa penahanan di tingkat kasasi. 
Norma dalam Pasal 253 ayat (4) KUHAP mengatur mengenai peralihan 
penahanan dari tingkat banding ke tingkat kasasi. Pasal ini tidak mengatur 
sama sekali mengenai pengeluaran tahanan demi hukum bila masa 
penahanan di tingkat kasasi sudah sama dengan putusan pidana pengadilan 
tinggi atau pengadilan negeri. Bandingkan dengan Pasal 238 ayat (2) 
KUHAP yang pada penjelasannya masih berisi norma yang mengatur 
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pengeluaran tahanan yang masa penahanannya sudah sama dengan putusan 
pidana pengadilan negeri, walaupun tidak menyebut siapa pejabat yang 
berwenang atau berwajib melaksanakannya. 
Banyak sekali pasal yang mengatur tentang perlindungan, pemajuan, 
penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 serta 
jaminannya, meski begitu masih saja banyak kasus-kasus pelanggaran HAM 
yang terjadi di Indonesia. Saya mengambil contoh salah satunya 
yaitu pelanggaran Hak Asasi perlindungan anak. Padahal Hak Asasi 
perlindungan anak jelas sudah diatur dalam UU yaitu: 
a. UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
b. UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
c. UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
d. Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konversi Hak 
Anak. 
Menurut saya, sangat disayangkan jika anak diperlakukan seperti itu. Anak 
mempunyai peran yang cukup penting dalam proses pembangunan. Anak 
adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan yang 
dasarnya telah di letakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini bertujuan agar 
setiap anak kelak mampu memiliki tanggung jawab penuh, baik secara 
individual maupun universal. Oleh sebab itu anak membutuhkan perlindungan 
dan hukum terhadap berbagai hak anak. 
Dengan lahirnya UU Perlindungan Anak, diharapkan anak-anak Indonesia 
bisa menikmati hak mereka sebagai seorang anak. Atau bahkan mereka bisa 
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tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan diharapkan bisa menjadi tulang 
punggung bangsa yang akan menjalankan pembangunan. 
Dari beberapa uraian yang dikemukakan diatas sehubungan dengan 
terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anak dengan 
pertimbangan lahir diluar nikah, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji 
lebih jauh dan mendalam dengan menuangkannya dalam Proposal Skripsi yang 
berjudul:"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP 
SEORANG IBU YANG MEMBUNUH BAYINYA". 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latarbelakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana konsep pembunuhan anak oleh ibu dalam hukum positif di 
Indonesia ? 
2. Bagaimana penerapan Pidana pembunuhan bayi oleh ibu dalam putusan 
hakim No.75/pid.B.kray ? 
C. Tujuan Dan Mannfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui Konsep pembunuhan anak dalam hukum pidana di 
Indonesia. 






2. Manfaat secara Praktis 
Dapat membawa manfaat bagi penegak hukum dalam memberikan sanksi 
terhadap seorang ibu yang menglingkan nyawa bayinya, diharapkan dapat 
membawa perubahan pemikiran terhadap masyarakat yang berkaitan 
dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlimdumgan anak. 
3. Manfaat Akademis. 
Menjelaskan bahwa aturan dibuat untuk mengatasi masalah hukum atau 
mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan sesuai dengan 
aturan yang ada, diubah, dan akan dicabut untuk menjamin kepastian 
















A. Tinjauan Tentang  Pertanggungjawaban Pidana 
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 
Dalam kamus besar bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana 
disebut responsibility, atau criminal liability. Adapun konsep 
pertanggungjawaban pidana sebenarnya bukan hanya persoalan hukum 
saja, tetapi juga menyangkut suatu kelompok sosial atau masyarakat dalam 
rangka mencapai pertanggungjawaban pidana melalui pelaksanaan 
peradilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk penetapan 
tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas tindak pidana yang 
dilakukan. 
Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk 
penentuan apakah seseorang dibebaskan atau dipidana. Roeslan Saleh 
berpendapat bahwa pengertian pertanggungjawaban pidana adalah 
kelanjutan dari perlakuan obyektif yang ada dalam tindak pidana, yang 
secara subyektif memenuhi syarat pemidanaan. Yang dimaksud dengan 
celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 
adalah perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilating adalah perbuatan 




Dalam masalah pertanggungjawaban pidana, pengertian 
pertanggungjawaban pidana diatur bagi orang yang melakukan suatu tindak 
pidana yang dikaitkan dengan dasar tindak pidana yang dapat menjatuhkan 
sansi dipidana. Seseorang memiliki sifat bertanggung jawab secara pidana 
jika suatu hal atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan 
dengan hukum, tetapi seseorang dapat kehilangan tanggung jawabnya jika 
dia menemukan faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya kapasitas untuk 
bertanggung jawab dari seseorang. 
2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk penetapan bahwa 
seseorang akan dibebaskan atau dipidana atas suatu tindak pidana yang 
telah dilakukan, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki 
aspek pertanggungjawaban pidana. 
Unsur-unsur tersebut ialah:  
a. Adanya Suatu Tindak Pidana 
Unsur perilaku/perbuatan merupakan salah satu unsur pokok 
pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana jika 
tidak melakukan tindak pidana, perbuatan yang dilakukan adalah 
melawan hukum, sesuai dengan asas-asas hokum yang telah ditetapkan. 
Dalam hukum pidana Indonesia, undang-undang ini mengatur tentang 
perbuatan tertentu atau perbuatan yang nampak/terlihat, artinya undang-
undang mensyaratkan perbuatan tampak, karena dalam undang-undang 
seseorang tidak dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana 
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atas dasar keadaaan batin seseorang, hal ini asas cogitationis poenam 
nemo patitur, tidak ada seseorang pun yang pidana. 
b. Unsur Kesalahan 
Kesalahan dalam bahasa inggris yang disebut schuld adalah 
keadaan kejiwaan seseorang yang berkaitan dengan suatu perbuatan 
yang dilakukannya, berdasarkan keadaan itu perbuatan pelaku dapat 
tercela atas perbuatan tersebut. Konsep kesalahan memiliki arti yang 
luas. Dalam KUHP, kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu 
dalam arti kealpaan seperti yang terlihat pada susunan kata dalam 
bahasa Belanda pada Pasal 359 dan 360.  
Hukum pidana Indonesia sendiri merupakan kesalahan dalam arti 
normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang 
orang lain tentang tindakan seseorang. Kesalahan normatif adalah 
kesalahan yang dilihat dari sudut pandang hukum pidana, yaitu 
kesalahan yang disengaja dan kelalaian. Dari suatu perbuatan yang telah 
terjadi, orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku sebagai 
bersalah, sengaja atau lalai. 
c. Kesengajaan 
Kebanyakan tindak pidana di Indonesia terdapat unsur 
kesengajaan atau opzettelijik bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan 
dengan fakta bahwa orang layak mendapat hukuman lebih karena orang 




d. Sengaja sebagi suatu keharusan  
Kesengajaan semacam ini terjadi jika pelaku dengan 
perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatanya, 
akantetapi pelaku melakukan perbuatan/kejahatan tersebut sebagai 
keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam 
konsep ini, pelaku sadar atas perbuatan yan telah dilakukan tetapi 
pelaku tidak mengaku terhadap perbuatan yang telah dia perbuat. 
e. Sengaja Sebagai kemungkinan 
 Disengaja sebagai kemungkinan, sebenarnya pelaku tidak 
menginginkan akibat dari perbuatannya, namun pelaku sebelumnya 
mengetahui bahwa akibat itu juga mungkin terjadi, namun pelaku tetap 
melakukan perbuatannya dengan menerima resiko tersebut. 
Scaffrmeister mengutip contoh seorang ibu yang telah membunuh 
anaknya. 
3. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana. 
Ada  tiga teori dalam Hukum Pidana yaitu : 
1. Teori Formil ( formale leer ) 
Teori formil adalah dikatakan dalam UU kalau redaksi (teks) UU yang 
dapat diubah. 
2. Teori Materiel terbatas ( beperkte materiele leer ) 
Teori materiel yaitu setiap perubahan sesuai dengan suatu perubahan 
perasaan (keyakinan) hukum para pembuat UU. 
3. Teori Materiel yang tidak  terbatas  ( onbeperkte materiele leer ) 
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Teori materiel merupakan gabungan perasaan hukum dari pembuat uu 
maupun dalam keadaan boleh terimanya sebagai perubahan dalam UU 
menurut pasal 1 ayat 2 KUH pidana. 
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana 
 Hukum pidana merupakan salah satu hukuman yang mengharuskan 
istimewa: dihapuskan oleh HAM karena melakukan perampasan terhadap 
nyawah (hukum mati).  Di samping itu, hukum pidana tersebut sudah 
secara Ultimum Remedium (senjata pamungkas,jalan terakhir/tidak jalan 
lain). 
2. Pengertian Pemidanaan 
 Pemidanaan yaitu penjatuhan piana/sentencing sebagai upaya yang 
sah dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada 
seorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. 
3. Jenis – jenis Pidana 
 Menurut hukum Pidana positif (KUHP) dan diluar KUHP, jenis 
pidana menurut KUHP seperti terdapat dalam Pasal 10 KUHP, di bagi 
dalam dua jenis: 
a. Hukuman Pokok, yaitu: 
1) Hukuman Mati 
2) Pidana Penjara 
3) Pidana Kurungan 
14 
 
4) Pidana Denda (Undang-Undang No. 1 / 1960, 
b. Hukuman Tambahan 
1) Pencabutan hak tertentu 
2) Perampasan barang tertentu 
3) Mengumuman putusan Hakim 
Jenis – Jenis Hukuman pokok  : 
a. Hukuman Mati artinya pidana yang melaksanakan berupa 
penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya 
hak ini hanya ada di tangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu 
sampai sekarang menimbunlkan pendapat pro dan kontra tergantung 
pada kepentingan cara memandang pidana mati itu sendiri. 
b. Pidana Penjara adalah berupa perampasan kebebasan seseorang 
untuk bergerak, yang dilakukan dengan cara menempatkan 
terpidana itu sendiri. 
c. Pidana Kurungan yakni yang di maksukan dari pidana kurungan ini 
tidak jauh berbeda dengan pidana penjara oleh karena itu, pidana 
kurungan  dengan tujuan bahwa ketika terhpidana sudah mengikuti 
aturan selama waktu kurungan maka hal itu juga akan menjadi suatu 
perubahan baru bagi  terpidana dan menjadi motifasi untuk 
masyarakat setempat. 
d. Pidana Denda merupakan pidana yang menjadi sebagai dasar 
alternative ketika hukuman mati dan pidana penjara tidak di 
putuskan oleh hakim. 
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Jenis – jenis Hukuman tambahan : 
a. Pencabutan hak yaitu pencabutan seluruh hak yang di miliki 
seseorang yang dapat mengakibatkan kematian. 
b. Perampasan barang tertentu sebagai suatu pidana hanya 
diperkenankan atas barang itu saja yang tidak di perkenankan untuk 
semua barang. 
c. Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan 
dalam hal yang telah di tentukan oleh UU. 
4. Teori – Teori Pemidanaan 
a. Teori Absolut (pembalasan), yaitu teori yang berorientasi kebelakang 
berupa pembalasan yang setimpal atas perbuatan yangdilakukan. 
b. Teori Relatif, menyatakan penjatuhan hukuman harus memiliki tujuan 
tertentu, bukan hanya sebagai pembalas.  
c. Teori Gabungan, merupakan gabungan dari teori sebelumnya. 
Teori gabungan pada dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan 
sendiri yaitu pembalasan atau siksaan (teori mutlak) tetapi disamping 
itu diakuinya dasar tujuan dari pada hukuman. 
C. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak 
Dalam KUHP, kejahatan dengan sengaja membunuh orang lain disebut 
pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, pelaku harus 
melakukan suatu tindakan atau tindakan yang mengakibatkan kematian orang 
lain. Apa yang sebenarnya tidak diinginkan oleh hukum adalah bahwa hal itu 
dengan sengaja menyebabkan kematian orang lain. 
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Pembunuhan adalah suatu tindak pidana materieel delict atau yang disebut 
Van Hamel sebagai pelanggaran ringan atau disebut delict met materiele 
omschrijving yang berarti delik yang dikandung secara material, yaitu delik 
Kejahatan tidak dapat dianggap dilakukan semata-mata oleh pembuatnya. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tidak dapat dikatakan bahwa tindak 
pidana pembunuhan telah terjadi jika akibat dari perbuatan itu, yaitu kematian 
orang lain belum terjadi. 
KUHP tentang Kejahatan Terhadap Nyawa pada Pasal 338 sampai dengan 
Pasal 350.Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 
338.Pada Pasal 338 disebutkan unsure dari tindak pidana pembunuhan yang 
apabila semua unsur tersebut terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa telah 
meakukan suatu tindak pidana pembunuhan. Berhubungan dengan tindak 
pidana pembunuhan yang secara pokok telah dijelaskan dalam Pasal 338 
KUHP, tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP 
merupakan tindak pidana pembunuhan yang memberatkan, artinya terdapat 
keadaan yang membuat pidana yang diancamkan menjadi diperberat. Keadaan 
yang dapat memberatkan suatu tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam 
Pasal 339 KUHP adalah bahwa pembunuhan tersebut diikuti, disertai atau 
didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dimaksudkan untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan 
diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, 
ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara 
melawan hukum. Keadaan yang dapat memberatkan dalam Pasal 340 adalah 
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bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara direncanakan terlebih 
dahulu. Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP menjelaskan tentang pembunuhan 
yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya pada saat dilahirkan atau 
tidak lama setelah dilahirkan. Pada Pasal 341 KUHP tindak pidana 
pembunuhan oleh seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan 
anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja 
merampas nyawa anaknya. 
Pada Pasal 342 KUHP bahwa seorang ibu yang untuk melaksanakan niat 
yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan 
anaknya, pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa 
anaknya diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan 
rencana. Pasal 343 KUHP menerangkan bahwa kejahatan yang diterangkan 
dalam Pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta 
melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana. 
Pasal 344 dan Pasal 345 KUHP menjelaskan mengenai tindak pidana 
pembunuhan atas permintaan orang itu sendiri atau mendorong orang lain 
untuk bunuh diri. Kejahatan berupa merampas nyawa orang lain atas 
permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati 
diatur dalam Pasal 344 KUHP. Pasal 345 KUHP menerangkan mengenai 
mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu 
atau memberi seseorang kepadanya untuk itu. Kejahatan berupa kesengajaan 
menggugurkan atau mematikan kandungan dijelaskan pada Pasal 346, Pasal 
347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHP. Pasal 346 KUHP menjelaskan 
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mengenai seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungannya atau menyuruh orang lain untuk melakukan hal tersebut. Pasal 
347 KUHP mengenai kesengajaan menggugurkan atau mematikan kandungan 
seorang wanita tanpa persetujuan dari wanita tersebut. Selanjutnya dalam 
Pasal 348 KUHP menjelaskan mengenai kesengajaan menggugurkan atau 










A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis  
penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normative yaitu penelitian yang 
mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang – 
Undangan.  
B. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu segabai berikut: 
1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan 
perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu 
hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini 
misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara UU 
yang satu dengan UU yang lain. 
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 
Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang 
di dalam ilmu hukum.Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman 
terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat 
menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika 
menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan 
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memperjelas ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, 
maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. 
3. Pendekatan Kasus ( Case Approach ) 
Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian 
hukum Normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum 
dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus 
tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi 
dilapangan. 
C. Jenis Bahan Hukum 
 Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai 
berikut : 
1. Jenis bahan Hukum Primer 
Bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah 
dasar sesuai dengan Pembukaan1945 UUD, KHUP, UU Perlindungan 
Anak dalam Hukum Pidana Indonesia. 
2. Bahan Hukum Sekunder,  
Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer 
seperti rancangan UU, Literatur dan bahan yang menunjang lainnya. 
3. Bahan hukum Tersier,  
Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan 
hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa 




D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum 
Pengumpulan data dalam penyusunan Proposal ini dilakukan dengan studi 
kepustakaan.Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat dan 
mengutip buku serta menganalisa peraturan Perundang - Undangan yang 
berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini, UU yang akan 
dikaji adalah Kitab UU Hukum Pidana yang digunakan dalam  teknik dan alat 
pengumpulan bahan hukum ini dengan cara studi yaitu: 
1. Studi kepustakaan / Studi Dokumen 
Studi kepustakaan merupakan prosedur yang dilakukan untuk memperoleh 
data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip berbagai 
literatus, media masa dan informasi lainnya yang behubungan dengan 
teknik dan alat pengumpulan bahan hukum ini. 
2. Studi Dokumen 
Studi dokumen dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan-
bahan kepustakaan serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. 
E. Analisis Bahan Hukum 
Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini di analisis 
dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.Anaalisis kualitatif yaitu 
dengan mendeskripsikan permasalahan hukum yang di temukan melalui 
penelitian lapangan dengan menggunakan analisis teori hukum dan peraturan 
yang terkait. 
